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KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sudah
lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di
tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan penganggaran
berbasis kinerja.

Dari hasil evaluasi terhadap LAKIP menunjukan bahwa masih terdapat
kelemahan dalam pengukuran kinerja. Salah satu sebabnya adalah indikator
kinerja yang dirumuskan sukar diukur karena data yang mendukung indikator
tersebut tidak tersedia.

Panduan ini memberikan gambaran bagaimana indikator dirumuskan,
bagaimana mengukur ketercapaian indikator kinerja tersebut, serta bagaimana
melakukan analisis terhadap capaian kinerja tersebut terutama jika tingkat
capaiannya masih di bawah target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari Panduan ini adalah untuk mendukung penyusunan LAKIP tingkat
SKPD kabupaten/kota di bidang pendidikan.

Panduan ini dikembangkan atas dasar Panduan Penyusunan LAKIP yang
disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2003 dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No
29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Panduan ini menerangkan berbagai langkah-langkah dalam mengembangkan
LAKIP dan juga menyertakan beberapa format yang harus dilengkapi oleh
SKPD untuk melengkapi LAKIP. Format-format tersebut ada di bagian
Lampiran.






BAB |. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan
dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan
suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi
(Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada
atasan  masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala
pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah
yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja
sesuai dengan Permen PAN & RB No 29 tahun 2010 tentang Panduan
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah
dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun
penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan
ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja
(Pasal 5, ayat (2)).

Beberapa alasan mengapa banyak instansi pemerintah yang belum dapat
mengukur kinerjanya sehingga tidak/belum tahu tingkat kinerja yang dicapai,
karena pada umumnya instansi pemerintah:

e Belum jelas perumusan tujuan (goal).
¢ Belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur.
¢ Belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya.

e Belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk
komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.

¢ Belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

B. Tujuan Panduan

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD/Pendidikan dalam
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
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sebagai:

e Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja melalui pengukuran
keberhasilan dan kegagalan

¢ Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja secara terus menerus.

e Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan
datang.

Panduan ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis
dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) secara keseluruhan.

C. Pengertian
1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari:
Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi:
Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut),
Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar
Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat
Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari
anggaran negara.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.

3. Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,
misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah
instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
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kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, dan pelaporan kinerja.

6. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini
menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya
memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta
ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

7. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana
Kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang
kemudian ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja SKPD.

8. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja
guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran.

Selanjutnya  dilakukan pula analisis akuntabilitas  kinerja  yang
menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi
sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis

9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang
disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

D. Persyaratan Pelaksanaan AKIP

Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-
persyaratan sebagai berikut:

1. Berpedoman pada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan
negara.

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang
diperoleh.

5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat.
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6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan.

E. Prinsip-Prinsip LAKIP

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya
yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Di
samping itu perlu pula diperhatikan:

1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban

Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan
tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan
maupun keberhasilan.

2. Prinsip prioritas

Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan
keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-
upaya tindak lanjutnya.

3. Prinsip manfaat

Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan
harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Dalam
hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti
relevan, tepat waktu, dapat dipercaya - diandalkan, mudah dimengerti, jelas
dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak
kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji
(verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang
ditetapkan.

F. Hubungan Antar Dokumen

Dilihat secara sistem, LAKIP tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu
kesatuan dalam sistem manajemen strategis yaitu dalam sistem perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan. Gambar berikut menunjukkan hubungan yang
erat antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, Rencana Kinerja dan
Laporan Akuntabilitas (LAKIP).

Bagan 1: Hubungan antara Renstra, Renja dan LAKIP

2010 i 2011 i 2012 i 2013 P 2014

Rencana Kinerja
merupakan Jembatan
antara Renstra , Renja
dan LAKIP

RencanaKerja
2010

RencanaKerja
2011

RencanaKinerja
2011

RencanaKerja
2014

Rencana Kinerja

Rencana Kinerja
2010
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Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penetapan kinerja

dan pengukuran

kinerja sangat

tergantung pada kualitas

dokumen

perencanaan yang telah ada seperti Renstra dan Renja termasuk dokumen
RPIMD, serta dokumen penganggaran seperti RKA SKPD, KUA, PPAS, dan
DPA termasuk APBD. Gambaran secara lengkap disajikan pada bagan

berikut:

Bagan 2: Hubungan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan LAKIP

-
Sistem AKIP
Pemerintahan Daerah

ll RPIA

grreasane

4
B
b
@
-]

Feennsanans

>
.................. Lr-rro e
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5 tabuan

Implementasi program dan kegiatan di atas dalam proses tahunan di daerah
mengikuti jadual waktu sebagaimana disajikan pada Bagan 2 A berikut:

Bagan 2 A: Jadual Proses Perencanaan, Penganggaran dan LAKIP

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PERMENDAGRI 13/2006, 59/2007, 21/2011 & 54/2010

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

RKA SKPD

(Input)

Dijabarkan

Proses

Penetapan

DPA

Renja Tahun Berikutnya o et et

( Kebijakan Program & prioritas)

(Program & Kegiatan)

PROSES PENETAPAN DAN EVALUASI KINERJA

| KU RENJA SKPD

RANCANGAN
TAPKIN SKPD

TAPKIN SKPD

Maret

PERMENPAN & RB 29/2010

LAKIP SKPD
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BAB Il. MENYIAPKAN PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global
dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan
sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya
dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Bagan 3: Komponen Sistem AKIP

KOMPONEN
Sistem AKIP

Kinerja instansi pemerintah

adalah gambaran mengenai tngkat
Ppencapaian sasaran afaupun Gjuan
sebagai penjabaran dari visi, misi, dan
strategi instansi pemerintah

Indikato Kinerjs
e akan

Ungwm Tltaama
Akuntabilitas Kinerjs

Pernyataan
VISI

Pernyataan I

yang mengindikasikan MISI

tingkat keberhasilan dan kegagalan n

pelaksanaan kegiatan-kegiatan o H

sesuai dengan program dan kebijakan Tujuan ,.,,__< Indikator )
yang ditetapkan. Strategis Kinerja
sazarar adalal hasil vang akan dicapar Sasaran i Indikator
e et led b N Strateqi Kinerja
secars vy ati clel instans penmreruitch dalan Strategis '

tumusa, vang lebih speafik. tembkur, dalan
bonuwnvakto v g letnly pendel da tuguan.
czesiaty kondiziapayve men dicapal

Strategi pencap aian
Tujuan/Sasaran

Kebijakan I

Program I

. ' Indikator
Kegiatan - Kinerja

Tahap I. Menyiapkan Rencana Strategis

Pada tahap ini hanya memastikan bahwa Rencana Strategis yang telah
disusun setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara
mencapai tujuan dan sasaran).

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten
dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu
gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
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Rumusan visi hendaknya:
a) mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi;
b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;

c¢) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis
yang terdapat dalam sebuah organisasi;

d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran
harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan
organisasinya;

e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan
organisasi; dan

f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu:

a) menarik komitmen dan menggerakkan orang;

b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;

¢) menciptakan standar keunggulan; dan

d) menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi
visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan
menggerakkan segala sumber daya instansi.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan
pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang
berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah
dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai
dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus
memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan
memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian yang sesuai dengan
tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan misi hendaknya mampu:
a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi;
b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;

c¢) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani
oleh instansi pemerintah; dan

d) memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders.
3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-
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isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk
kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai
di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang
dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap
indikator sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

5. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan program-program.

a. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan panduan, pegangan atau
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan,
serta visi dan misi instansi pemerintah.

b. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan
pembiayaannya baik melalui APBN/APBD maupun dalam rangka kerjasama
dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program
ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai
tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan
instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara
kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum
diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk
meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat
dilaksanakan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencan kinerja tahunan.

Tahap Il. Menyiapkan Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
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strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja
tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk
mencapainya dalam tahun tertentu.

Menurut Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010', Rencana Kinerja Tahunan
ini disebut Rencana Kerja SKPD disingkat Renja SKPD.

1. Komponen Rencana Kinerja
Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang:
a) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
b) indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya;

c) program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya.

Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan
dengan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Adapun komponen rencana kinerja meliputi:
1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana
dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang
akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana
tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada
dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang
diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan
ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan,
sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan
oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai
sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan
indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

! Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP 6 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
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Bagan 4: Unsur Indikator Kinerja

Perencanaan_) Iﬂdlkator
Stratejik J : :
Kinerja

Perencanaan
Kinerj

/
Pelapgr:::n ' Pengang’gar‘a

Kinerja J Kinerja

\ / / Indiltaton

Kiner

( Pengukuran Persetujuan N erupak:

Kinerja | Kinerja Unsur . 'tama:

Akuntalalitas

Kiner):

2. Indikator Kinerja pada RKT

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dapat dikategorikan ke dalam
kelompok input, output, outcome, benefit, dan impact.

a. Masukan (Input)

Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan
program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya
sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

b. Keluaran (Output)

Adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai
hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan
masukan yang digunakan.

c. Hasil (Outcome)

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan
pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap
produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Manfaat (Benefit)

Adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh
masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh
publik.

e. Dampak (Impact)

Adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan
umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu
kegiatan.
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Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat
mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam
hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses
identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja
atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program
instansi. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan
yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta
data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud
hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan
dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Alur keterkaitan antara komponen pada Tahap II dan Tahap III pada Bab ini
yaitu menyiapkan Rencana Strategis dan menyiapkan Rencana Kinerja
Tahunan khususnya yang berkaitan dengan uraian sasaran, indikator dan
program pada Renstra dengan yang termuat pada RKT harus konsisten.
Konsistensi alur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 5: Hubungan Antara Renstra dengan RKT

TUJUAN SASARAN TUJUAN DAN KETERANGAN

SASARAN

URAIAN | URAIAN | INDIKATOR |KEBIJAKAN | PROGRAM
1 2 3 4 5

Frt
HO T

SASABAM— R0 AL
DIKT TRET

rd
URAT fg“E GR"‘M/ URAIN | INDIKTR | g r | 1por

KINERJA

00

Format Rencana Kinerja Tahunan: Lampiran A-1.

Data dan informasi yang dibutuhkan selengkapnya tersedia dalam dokumen
Rencana Kerja SKPD yang disusun berdasarkan Panduan Ringkas Penggunaan
Lampiran VI Permendagri No0.54/2010 Dalam Penyusunan Renja SKPD

Bidang Pendidikan. Data kuantitatif dapat diambil dari Tabel T-VI.C.1 dan
Tabel T-VL.C.10. Lampiran VI.

Tahap lll. Menyiapkan Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang
akan  dicapai dan  disepakati antara  pihak yang  menerima

amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang
memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Pihak-pihak yang terlibat didalam penetapan kinerja dalam konsep ini
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baru meliputi Menteri/Gubernur kepada Presiden, pejabat eselon I kepada
Menteri, Bupati/Walikota kepada Gubernur, dan pejabat eselon II kepada
pejabat eselon I/Bupati/Walikota.

1. Tujuan Perjanjian Kinerja

Peningkatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya

Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah
yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya

Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi
amanah

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan
(reward)/sanksi.

2. Hubungan Rencana Kinerja Dengan Perjanjian Kinerja

Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi
tentang tingkat atau target kinerja (berupa output dan atau outcome)
yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana
strategis untuk suatu tahun tertentu. Rencana kinerja ini dibuat
sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan.

Sedangkan penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari
rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak
yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab
kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan
tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya
yang tersedia.

3. Isi Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan
kinerja yang harus ditandangani oleh penangungjawab program dengan
atasan langsung (Format Penetapan Kinerja: Lampiran A-2) dan lampiran
yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai
pada akhir periode penganggaran (Formulir Penetapan Kinerja: Lampiran

A-3).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyusunan penetapan
kinerja adalah:
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e Konsistensi, keselarasan, dan proporsionalitas dalam menjabarkan
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) ke
dalam penetapan prioritas program/kegiatan dan alokasi anggaran

e Ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran strategis dan indikator
kinerja

e Ketepatan dalam mengestimasi target kinerja dari setiap indikator
kinerja

e Obyektivitas dalam pengukuran kinerja.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pasal 5,
ditetapkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja SKPD ditanda tangani oleh
Kepala SKPD dan Bupati/Walikota sesudah ditetapkannya DPA SKPD. Ini
berarti bahwa Dokumen Penetapan Kinerja SKPD Tahun Anggaran berjalan
baru akan ditandatangani pada bulan Maret tahun berikutnya bersamaan
dengan penyusunan dokumen LAKIP.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menetapkan bahwa Dokumen Renja
SKPD untuk tahun anggaran berikutnya harus sudah tersedia pada bulan Maret
dalam tahun berjalan, sehingga pada saat Dokumen LAKIP tahun sebelumnya
yang harus tersedia pada bulan Maret tahun anggaran berjalan sudah dapat
dilengkapi dengan Rancangan Penetapan Kinerja SKPD (Rancangan TAPKIN)
tahun anggaran berikutnya yang disusun berdasarkan dokumen Renja SKPD
tahun berikutnya tersebut diatas.
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BAB lll. MENYIAPKAN AKUNTABILITAS KINERJA

Tahap I. Menyiapkan Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik
dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa
indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak,
sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak
terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi
keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan
yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan
tujuan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan
data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja telah
diuraikan pada Bab II Perencanaan Kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukah dengan menggunakan
Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) (Lampiran A-4) dan
Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) (Lampiran A -5) sebagai
berikut:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data
kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu (1) data
internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi dan
(2) data eksternal atau data dari luar instansi baik data primer maupun data
sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang
akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan
keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa
meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan
efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang
mengintegrasikan  data  yang  dibutuhkan  dari  unit-unit yang
bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi
yang ada.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data
kinerja secara reguler misalnya bulanan, triwulanan, dan semester, dan
seterusnya.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari
indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana
dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi
dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk
indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya
suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan
instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat
kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.
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2. Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok
indikator kinerja kegiatan; dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi
pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat
capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan
sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran
tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja
kegiatan.

Penyajian pencapaian kinerja hendaknya disusun berdasarkan urutan program
dan kegiatan sebagaimana dirumuskan dalam Renstra dan Renja yang
meliputi:

a. Program PAUDNI

i. TK/RA/PAUD sejenis

ii. Pendidikan Masyarakat

iii. Pendidikan Kecakapan Hidup
b. Program Pendidikan Dasar

i. Pendidikan SD/MI/Paket A

ii. Pendidikan SMP/MTs/Paket B
c. Program Pendidikan Menengah

i. Pendidikan SMA/MA

ii. Pendidikan SMK/MAK

d. Program Lainnya sesuai dengan Tupoksi Dinas Pendidikan

Bagaimana cara menghitung tingkat capaian kinerja?

Untuk menghitung tingkat capaian kinerja dapat menggunakan dua kondisi
yaitu capaian kinerja realisasi lebih tinggi dari rencana kinerja menunjukkan
positif, menggunakan rumus sebagai berikut:

{1 semakin Bnggd malisasi menunjukkan pencapsisn kinana pang sermakin badk,
ITIEARG Gl unrndis i FLTILS:

Realisasi T
Persenlase pencepsian _
rencana finghst capaian - x 100%

Rencena™F

Sedangkan untuk kondisi capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan
rencana kinerja menunjukkan negatif maka rumus yang digunakan adalah
sebagai berikut:
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(2] semakin linggl realisssi menunjukkan semakin rendsh pencapaian kinara,

maka digunakan rumus:
Rencans ™) - (Realzasi? - Rencana™
Fersenfase f /
pencapaian rencana = X100 %
tingkat capaeian
Rencama™
*} katom 6, :

**1 kninm 5 rencana fineekal Fanadan

Sebagai contoh, ketika indikator Angka Mengulang Kelas (AMK) tinggi,
artinya mutu proses belajar mengajar rendah. Contoh lain dari kondisi ini
adalah indikator kinerja tentang angka putus sekolah (DO) dan pencapaian

kinerja.

Berikut ini adalah contoh pencapaian indikator kinerja pada program

Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal.

Contoh 1: Pencapaian Indikator Program PAUDNI

Anggaran

Sasaran indikator Kinerja Target | Reakizasi % | Program Utama
PAGL

REALISAS!

511

Meningkatnya ARK 1 |APK PAUD (TX, KB, 8% ILAM% 713 |P1. Pendidikan | TRELLL
PAUD TPA, 55) Ainak Usia Dini, ™
[T, KB, TR 5P} 2 |lembaga PAUDyang | O.5% 017% 30 |MonFormal dan
nassonal mencapai berakreditasi linformal
45,05% 3 |Persentase A0 [ 0
Kecamatan yang
Menyelengzarakan
Program PAUD-NI
4 |Persentase PTK 1.9 1.9 00

FESRTEE
Bt

L7

Berikut ini adalah contoh pencapain indikator kinerja pada Program

Pendidikan Dasar dengan Sub Program Pendidikan SD/MI.
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Contoh 2: Pencapaian Indikator Program Pendidikan Dasar

Program Anggaran
Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi %
Utama PAGU REALI|5A5 %
521 Meningkatnya APM 1 APM SD/SDLE/Paket A 8294% | B531% 102.86 Program 25.678. | 23.110. 50
SD/SDLB/Paket A Pendidikan | 000.000 | 000,000
nasional mencapai Dasar
83,57%.
522 Menurunnya APS 1 Persentase Peserta Didik | 1,5% 1.65% 110
Eelompok Usia 7-12 SDySDLB Putus Sekolah
Tahun mencapai 0.7%
523 Meningkatnya APK 1 APKSMP/SMPLE/ Paket |71,38% | 7246% 100,67
SMP/SMPLEFaket B B ’
nasicnal mencapai
76,53%
524  Meningkatnya APM 1 APM SMP/SMFLB/Paker |55,37% | 54.98% 9823
SMP/SMPLE/Paket B
B/Sederajat mencapal
58,17%
525 Menurunnya APS 1 Persentase Peserta Didik | 1,8% 245/ | 13833/
Eelompok Usia 13-15 SMP/SMPLB Putus 233 1254
Tahun mencapai 1% Sekolah
527  Menurunnya angka 1 Persentase Peserta Didik | 1,5% 1.65% 110
Putus Sekolzh 5D SDySDLE Putus Sekolah
maksimal 0,7% dan 2 Persentase Peserta Didik | 1.8% 248 13833
SMP maksimal 1%, SMP/SMPLE Putus
meningkatnya angka Sekolah
melanjutkan S0/S0LE | 3 Persentase Lulusan 91% 76% R
sekurang-kurangnya SDySDLB yang
97% Melanjutkan Pendidikan
Contoh di atas menunjukkan bahwa realisiasi bisa di bawah 100%, sama
dengan 100%, atau di atas 100%. Makin tinggi persentase realisasi
menunjukkan bahwa program itu berhasil, tetapi harus hati-hati dengan data
yang digunakan.
Contoh 3: Pencapaian Indikator Program Pendidikan Dasar
i . Lo o Anggaran
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi % Program —
Pagu Realisasi %
531 | Meningkatnya APK 1{ APK SMA/SMLE/SME/S 61,8% §5% | 10517 | program 3.336. 3644, | W49
nasional melzmgpaul Paket © Pendidikan | O00.000. | 000.000
70.7%, Menengah
532 | Sskurang-kurangnya 1| Persentase SMA/SMLE 70,75 E2E% | 11711
05.5% SMA/SMLE Berakraditasi
berakreditasi, dan 2| Persentase SMA/SMLE 234% N3% | 17607
40%-nya berakreditasi Berakraditasi Minimal B
minimal & 3| Persentase kab/kota 12,0% 0% | 16667
mrmiliki minimal 1 SMA
berbasis keunggulan lokal
4| Rasio guru terhadap 128 1:28 100
siEwa SM
533 | Sskurang-kurangnya 1| Persentase SME 70,75 6300% | 924
95,55 SME Berakraditasi
berakreditasi, dan 2| Persentase SMK 2% 6% 163.64
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Tahap Il. Melakukan Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja
kegiatan, diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan
agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai
dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun
realisasi.

Contoh 4: Analisis Pencapaian Kinerja

Uraian Rencana
Kegiatan Input Proses Output Outcome
Pemberan- |+ Penduduk Penyandang |« Pelatihan Tutor 1000 peserta Angka melek
tasan buta buta aksara usia >15 » Pola Pelaksanaan 96 | memperoleh aksara 96%
aksara sebanyak 1000 jam tatap muka SUKMA1
+ Tutor keaksaraan 50 « Evaluasi Ketuntasan
orang Keaksaraan
« Dana APBD Rp.
350.000.00 0
Realisasi
» Pendududk Penyandang |- Tidak ada pelatihan Peserta yang Angka melek
buta aksara usia >15 tutor memperoleh aksara 92%
sebanyak 1000 » Pola pelaksanaan 80 SUKMA 1
* Tutor 40 orang jam tatap muka sebanyak 800
» Dana Rp.350.000.000 » Tidak ada evaluasi orang

Pencapaian

Sasaran : 100%
Tutor : 80%
Dana : 100%

Pelatihan : 0%
Peleksanaan: 83%

Ketuntasan: 80%

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi
dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input
tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas
yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil,
manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap
perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab
terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan
dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-
pembandingan antara:

¢ Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
¢ Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

e Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di
bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

e Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan
standar internasional.
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Tahap lll. Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja

LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat
keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara
lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang
pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi
serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini
perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan
secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan
yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan
informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Bila memungkinkan
dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan
efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses
pelaksanaannya.

Pencapaian sasaran sebagaimana sekurangkurangnya menyajikan informasi
tentang:

a) pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b) realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
c) penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

d) pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun
berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Tahap IV. Menyajikan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi
pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran
tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat
dipertanggungjwabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Sajikan perkembangan daya serap anggaran menurut periode tertentu, seperti
bulanan, triwulanan, semester atau periode lainnya. Dalam penyajian
perkembangan anggaran hendaknya dilakukan menurut program atau kegiatan
pokok. Berikut ini adalah contoh perkembangan daya serap menurut program
pada Dinas Pendidikan.
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Contoh 5: Perkembangan Daya Serap Anggaran Menurut Triwulan

25,000,000,000

20,000,000,000

15,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

mPAUD
mSD/SLB

m SMP/SMPLB
H5MA

B SMK

Real sasi

Real sasi

Realisasi
Real sasi

Triwulan WV

Triwulan il

Triwulan Triwulan 1l

Dari contoh di atas tampak bahwa daya serap anggaran yaitu dengan cara
membandingkan antara pagu anggaran dengan realisasi menunjukkan
bahwa untuk program SD/SLB perkembangan dari Triwulan [ sampai
dengan Triwulan IV cukup signifikan, tetapi pada Triwulan ke IV (akhir
periode perencanaan) daya serap tidak mencapai 100%.

Untuk program SMP, SMA dan SMK realisasi pada Triwulan IV sama
dengan pagu dengan demikian tingkat capaian daya serap mencapai 100%.
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BAB IV. PELAPORAN

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.
Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja
instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses
pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang
bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan
dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam
dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun
dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.

A. Penanggung Jawab Penyusunan LAKIP

Penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional
bertanggung jawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-
masing. Pimpinan instansi sebagaimana tersebut dalam Inpres Nomor 7 Tahun
1999 dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggung
jawab LAKIP di instansinya masing-masing dengan mengacu pada Panduan
ini.

Apabila dipandang perlu, tim kerja dan penanggung jawab LAKIP dimaksud
dapat berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Konsultasi dimaksud
dengan memberitahukan terlebih dahulu secara lisan maupun tertulis.

B. Waktu Penyampaian LAKIP

Penyusunan LAKIP harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran
bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya kepemerintahan yang
baik, pemerintahan yang bersih, dan produktivitas di lingkungan instansi
pemerintah. Mengingat LAKIP merupakan media pertanggungjawaban dan
juga menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah maka
LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik. LAKIP
tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

C. Mekanisme Pelaporan

LAKIP disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang melibatkan pihak
yang berwenang membuat dan menerima LAKIP serta pengguna LAKIP.

Adapun mekanisme LAKIP adalah sebagai berikut:

a) Setiap pemimpin Departemen/LPND, Pemerintah Daerah, Satuan
Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat laporan
akuntabilitas  kinerja secara berjenjang serta berkala untuk
disampaikan kepada atasannya.

b) LAKIP tahunan dari tiap Departemen/LPND, masing-masing
Menteri/pemimpin LPND menyampaikan kepada Presiden dan Wakil
Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab
di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) serta Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
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¢) LAKIP tahunan dari setiap Pemerintah Provinsi disampaikan kepada
Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam
Negeri, Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN, dan Kepala
BPKP.

d) LAKIP tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada
Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam
Negeri, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala
Perwakilan BPKP.

e) Kepala BPKP melakukan evaluasi terhadap LAKIP dan melaporkan
hasilnya kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggungjawab di
bidang PAN dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi
Negara (LAN).

D. Format dan Isi LAKIP

Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan
keunikan masing-masing instansi pemerintah. Format LAKIP ini (lihat
halaman berikutnnya) dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan
cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP  sehingga  memudahkan
pembandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan.

LAKIP menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi
pemerintah. Di samping itu, perlu juga dimasukkan dalam LAKIP aspek
keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara
yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Format Dokumen LAKIP minimal terdiri atas:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan
sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam
pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan
untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk
menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat
menandai apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

Il. RENCANA KINERJA

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan
Rencana Kinerja. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat
sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta
bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. Sistematika Bab
ini meliputi:

1. Rencana Strategis

2. Rencana Kinerja Tahunan

3. Penetapan Kinerja
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lll. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan
analisis akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara
sistematis  keberhasilan = dan  kegagalan, = hambatan/kendala,  dan
permasalahannya yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan
diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara
menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau
tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara
efisiensi. Sistematika Bab ini meliputi:

1. Pengukuran Kinerja
2. Evaluasi Kinerja
3. Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan
4. Akuntabilitas Keuangan
IV. PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang
bersangkutan, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di
tahun mendatang.
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LAMPIRAN A

Lampiran A-1: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 20nn?
Lampiran A-2: Penetapan Kinerja Tahunan

Lampiran A-3: Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Perangkat
Daerah

Lampiran A-4: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 20nn?

Lampiran A-5: Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 20nn?
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Lampiran A-1: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 20nn

Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 200n
Instans ... . . Formulir RKT
Sasaror Keg-atar
Pregram Ket
. Indikator Uraian Indikator
Uraien Kinerja Target Kinerja Satuon | Target
1 2 3 4 5 & 7 B 9
Kegiatan 1 | Tnput
Outcome Qutput
Qutcome
Kegiaten 2 | Input
Output
Quicoime
Dst
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Lampiran A-2: Penetapan Kinerja Tahunan

PENETAFPAN KINERJA TAHUN.......

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

MaME e
Jabatan e e e

Selanjutnya disebut pihak pertama

MaME e
Jabatan L e e
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun ... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

.....................

Pihak Kedua, Fihak Pertama,
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Lampiran A-3: Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan
Perangkat Daerah

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah | : (a)
Tahun Anggaran - (b)
Sasaran strategis | Indikator Kinerja| Target | Program/ | Anggaran
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (2)
Jumlah Anggaran :
Program..__..__.._.... . Rp._.._..__..[(¢)
Gubemur/BupatiWalikota.... ... KepalaDinas.................
( ) [ )
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Lampiran A-4: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 20nn

Formulir PKK
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Tahun ...
Instansi :
Kegistan Perseniase
Pencapalan
Program Indikstor :PTTI:;:: Rencana Tinghat Kelerangaa
Uralan Kinerja Salian Capaian Realizasi Capaian
[Target) (Target)
i F 3 1 5 1 7 ]
Cara Penqisian;
Tahun Lhfuwlis dengan fahum pengukuran kines.
Migal:
Lihat kemball fahun sebagaimana dalam Farmulir Rencana Kineqa Tahunan pada
halaman 15
Instans] Ditulis nama inslansi yang barsangkudan,
Misal:
Lihat kembali mama instansi sebagaimana dalam Formulir Rencana Strafejik pdda
hafaman 10,

Kolom 1 Ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam lahun bersangkuwlan, Program
dimaksud dilefspkan sesusi dengan kebiakan yang telah dielapkan dan sasaran
yang akan dicapai pada fahun bersanghutan. Program dimaksud sebagaimans
diluits delam kolom 4 formilir Rencana Kinega Tahunan dan yang felsh difetapkan
dalem dokumen Rencana Sirafafik.
Mizal:
Lihat kemball uraian program pada kafom 4 Formulir Rencana Kinega Tahunan
pada halaman 16

Holom 2

Difulis nama kegialan dalam linghup program sebagaimana difuls pada kolom 1
yang skan diaksanakan pada lahun bersanghwlan. Nama kegiafan yeng dliulis
pada kolom ind hames sesual dengan kegialen yang difulis pada kolom 5 formudr
Rencana Kinara Tahunan (RKT)

Misal:

Linal kembali waisn kegislan sebagaimana difufiskan pada kolom 5 Formutir
Rencana Kinerjs Tahunan pada halaman 16,
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Kolem 3

Holam 4

Kalom 5

Haolom 6

Holom 7

Drtulis indikafor kineja kegistan berdssarkan kelompok masukan, keluaran dsn
hasil, maupun indikafor manfaal dan dampak. Jika instansi psmerinfah yang
mEnyUsWY rencana kinega ini belum dapal menelapksn rencana umuk indikator
kinafja manfaat dan dampak, maka kedus indikstor ini cukup diidentifkasi s5a.
Dengen adanya identifiasi ini memungkinkan instansi pemerintah melihat
keterkaifannya dempan sasaran.

Mizal:

Lihat kembali uralan indikalor kinega sebageimana diuliskan pada kolom &
Formulr Rencana Kinedfa Tahunan pads halaman 16

Ditukis satuan dari sefisp indikator kineria kegialan,

Mizal:

Lihal kemball safuan indikator kinera sebagaimana  diluiiskan pada kolom 7
Formulr Rencana Kinera Tahunan pada halaman 16,

Ditulis rencana binghat capalan (largef] wniuk sefisp indikalor kinega yang
ditetapkan, bak rencana kuanfitahil maupun kualfati, sebagaimana diuls dalam
kelom 8 Formufr Rencana Kinera Tahunan.

Misal:

Lihat kembali uraian Rencana Tingkat Capaian (tarpef) sebagaimana difufizkan
pada kotom 8 Formulir Rencana Kinarja Tahunan pada halaman 16,

Dilulis reahsasi dan masing-masing indikator kinera,
Misal
= Diklaf TOT Widyaiswara.
Masukan  : Dana : Rp. 350 jula. .
SOM ;150 Widyaiswara, 5 penyelenggars, 40 pengajar,
Keluaran ;150 orang.
Hesil ; T5%.
* Pangembangan SIDA.
Masuken  : Dana : 950 jula
a0 - 2 analis, 4 programer, 4 operator.
Keluaran | Tsel
Hasi L%

Untuk memperolch dala yang lengkap dan akurat mengenai realisasi dan masing-
masing indfkafor kinaga dimaksud of atas, pery aiiakukan dokumentasi mulal dari
awal sampai dengan selesai pelaksanaan kegialan. Dala lersebut dapal diperoleh
melalwl dua sumber, yaity infernal dan ekstermal

Difukis persentase pencapsisn rencana fingkal capaian (fargel) dan masing-maging
indikator kingfja kegialan sebagsimans difefapkan melalw realisasi yang berhasil
dicapar pada indinator dimaksud,

Panduan Penyusunan Laporan Akuntability Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP 29



Formulir PPS

FPengukuran Pencapaian Sasaran

Tahun ...
Instansi :
ik Persentase
ndikator Rencana tingkat Pencapaian
Sasaran .
Sasaran capaian (target) Realisasi | pencana tingkat Heterangan
capaian
1 2 3 4 5 B
Cara pengisian:
Tahun : Ditwlis fahun pengukuran pencapaian sasaran.
Mizal
Lihal kembal tahun sebagaimana dalam Formulr Rencana Rencana .F'Dne.lj'a
fahunan pada halaman 15
Insfansi  : Diulis nama inslansi yang besanglutan.
Aizal;
Lihat kemball nama instansi sebagaimana dalam Formulr Rencana Sirateiik pada
halaman 10.
Kolom 1 : Ditulis uraian sasaran yang lelah ditefapkan dan direncanakan unfuk fahun yang
bersangkutan, Sasaran dimaksud sebegaimana lelah dilulis pada Rencana Kinera
Tahunan.,
Misal
Lihat kembali uraian sasaran sebsgsimana dilufiskan pada kolom 2 Formulir
Fencana Siralafk pada halaman 11,
Kolom 2 : Dilufis indikalor sasaran unfuk tahun yang bersangkulan, Indikslor ini, sebagaimana
talsh dirumusksn pada Rencana Kinada Tahunan,
Misal:
Lihat kemball uraisn indikalor sasaran sebagaimana ditwis pada kolom 3 Formulir
Rencana Shrateiik pada halaman 11,
Kelom 3 . Ditulis rencana lingkal capaian (lergef) masing-masing indlkator  sasaran

sebagaimana lerfuls pade kofom 2. Rencana tingkat capalan (largel) Ini sesuaf
dengan rencana fingkat capaian (farged) yang lefah ditelapken dalam Rencana
Kingrja Tahunan.

Mizal:
Lihat kembalf u.raraﬂ rencana lingksf capalan (targef] masing-masing indikator

R T




(Contoh Tabel Lampiran VI - Permendagri No. 54 tahun
2010)

LAMPIRAN B-1: Tabel T.VI.C.1: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Pendidikan Kab/Kota

LAMPIRAN B-2: Tabel -T.VI.C.10: Rumusan Rencana Program dan
kegiatan SKPD Tahun......



Tabel T.VI.C.1: Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan Kab/Kota



LAMPIRAN B-1
Tabel.T-VI.C.12

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan *)

Provinsi/Kabupaten/Kota **)

SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
NO Indikator *) standar (PP-6/08) Catatan Analisis
nasional Tahun ....... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... fahun ........ Tahun ...... Tahun ..........
(tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2)  ftahun n-1) (tahun n) (tahun n+1)
1) (2 3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| SPM PENDIDIKAN
A. | Pendidikan Formal
SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)
a) Kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI
dalam jarak kurang dari 3 km 100%
b) Rasio Kelas/ rombel SD/MI < 32 orang = 1.00 100%
¢) Rasio Ruang Kelas/ rombel SD/MI < 32 orang = 1.00 100%
d) SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan
meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf
kependidikan lainnya 100%
¢) SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta
didik 100%
f) SD/IMI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat)
orang guru untuk daerah khusus). 100%
g) SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi
akademik S1 atau D-IV 100%
h) SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik 100%
i) Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-1V dan
telah bersertifikat pendidik. 100%
j) Pengawas SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV
dan telah bersertifikat pendidik 100%
k) Dinas Pendidikan telah memiliki rencana dan telah
melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan
kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 100%
[) SD/MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali
setiap bulan dan setiap kunjungan selama = 3 jam 100%
2. ISMP/Mts

? Berdasarkan Permendiknas 15/2010, telah dimodifikasi oleh DBE1
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_ ) SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi »
NO Indikator ) standar (PP-6/°08)| Tahun....... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun{ Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1) (tahun n) (tahun n+1)
(1) (2) 3) 4) (5) (6) (1) 8) 9) (10) (11) (12) (13)
a) Kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI
dalam jarak kurang dari 6 km 100%
b) Rasio Kelas/ rombel SMP/MTs < 36 orang = 1.00 100%
c) Rasio Ruang Kelas/ rombel SMP/MTs < 36orang = 1.00 100%
d) SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang
dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik 100%
e) SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk
demonstrasi dan eksperimen peserta didik 100%
f) SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi
dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf
kependidikan lainnya; dan ruang kepala sekolah yang terpisah dari
ruang guru 100%
g) SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran
[atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata
pelajaran] 100%
h) SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV =
70% [untuk daerah khusus = 40%] 100%
i) SMP/MTs yang memiliki guru dengan sertifikat pendidik = 35%
[untuk daerah khusus = 20%)] 100%
j) SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1
atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, (5 MAPEL POKOK) 100%
k) Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV
dan telah bersertifikat pendidik 100%
[) Pengawas SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-
IV dan telah bersertifikat pendidik 100%
m) Dinas Pendidikan telah memiliki rencana dan telah
melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan
kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 100%
n) SMP/MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali
setiap bulan dan setiap kunjungan selama = 3 jam 100%
3. | SMA/MA
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_ . SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi »
NO Indikator ) standar (PP-6/°08)| Tahun ....... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun|[ Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1) (tahun n) (tahun n+1)
(1) 2) (3) (4) () (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
a) Partisipasi anak bersekolah 60 %
b) Angka putus sekolah (APS) <1%
¢) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai 90 %
standar teknis yang ditetapkan
d) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan 80 %
non guru ?
e) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan 90 %
f) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang 90 %
ditetapkan secara nasional
g) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa 100 %
h) Jumlah siswa per kelas 30-40
i) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji o
A . 90 %
sampel mutu pendidikan standar nasional
j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi
Lo 25%
yang terakreditasi
4. | SMK
a) Angka putus sekolah (APS) <1%
b) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai 90 %
standar teknis yang ditetapkan ?
c) Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan 80 %
non guru
d) Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan 90 %
e) Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang 90 %
ditetapkan secara nasional
f) Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa 100 %
g) Jumlah siswa per kelas 30-40
h) Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji o
- ; 90 %
sampel mutu pendidikan standar nasional
i) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi
yang terakreditasi 25 %
j) Jumlah lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi 20%

yang terakreditasi
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_ . SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi »
NO Indikator ) standar (PP-6/°08)| Tahun ....... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun|[ Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1) (tahun n) (tahun n+1)
1) (2 (3) (4) () (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
k) Jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja sesuai o
) 20 %
dengan keahliannya.
B. | Pendidikan Non Formal
1. | Pendidikan Keaksaraan
a) Bisa membaca dan menulis 100 %
b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun <7T%
¢) Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 <30%
tahun
d) Ketersediaan data dasar keaksaraan yang diperbarui
terus menerus
2. | Kesetaraan SD (program Paket-A)
a) Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang 85 %
belum bersekolah SD/MI
b) Peserta didik Paket A yang tidak aktif < 10%
c) Kepemilikan modul program paket A oleh peserta didik. 100 %
d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian 95 %
kesetaraan ?
e) Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke 95 %
jenjang lebih tinggi (SMP/MTs atau Program Paket B ?
f) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu 90 %
pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan
g) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang 100 %
diperlukan
h) Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar
. - ) 90 %
kompetensi yang ditetapkan secara nasional
i) Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang
memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar 90 %
teknis pembelajaran
j) Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar 100 %
k) Tersedianya data dasar kesetaraan SD yang diperbarui
terus menerus.
3. | Kesetaraan SMP (Program Pakat B)
a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia 90 %
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_ . SPM/ KK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi »
NO Indikator ) standar (PP-6/°08)| Tahun ....... Tahun ........ Tahun ........ Tahun ....... Tahun ....... Tahun ........ (tahun|[ Tahun ...... Tahun .......... Catatan Analisis
nasional (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2) n-1) (tahun n) (tahun n+1)
1) (2 (3) (4) () (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK
b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif < 10%
c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik. 100 %
d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian 80 %
kesetaraan
e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki
. - 50 %
dunia kerja
f) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke 50 %
jenjang pendidikan lebih tinggi.
g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu 90 %
pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan
h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang
) 100 %
diperlukan
i) Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang 90 %
ditetapkan secara nasional
j) Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana
dan prasarana minimal sesuai standar teknis 90 %
pembelajaran
k) Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang
diperbarui terus menerus.
4. | Kasetaraan SMA (Program Paket C)
a) Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia 70%
sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK
b) Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif <5%
c) Kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik. 60 %
d) Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian
80 %
kesetaraan
e) Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki o
] - 60 %
dunia kerja
f) Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke 10 %
jenjang pendidikan lebih tinggi.
g) Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu 90 %
pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan ?
h) Pemenuhan jumlah tutor Program Paket C yang 100 %
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NO

Indikator *)

SPM/
standar
nasional

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

(PP-6/°08)

Tahun .......
(tahun n-2)

Tahun ........
(tahun n-1)

(tahun n)

Tahun ....... Tahun .......
(tahun n+1) (tahun n-2)

Tahun ........ (tahun
1

(tahun n)

Tahun ..........
(tahun n+1)

Catatan Analisis

(1)

2

3

“4)

(5)

(6)

(7)

®) 9

(11)

(12)

(13)

Diperlukan

Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang
ditetapkan secara nasional

90 %

Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana
dan prasarana minimal sesuai standar teknis
pembelajaran

90 %

k)

Tersedianya data dasar kesetaraan SMA yang
diperbarui terus menerus.

Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian

a)

Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah,
pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang
menjadi peserta didik dalam kursus-
kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang

25%

b)

Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau
pemerintah daerah

100 %

Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang
terakreditasi

25%

Kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar
usaha/magang yang dibina secara terus menerus

100 %

Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar
usaha yang dapat memasuki dunia kerja

90 %

Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau
penguji praktek dari kursus-kursus/pelatihan/
kelompok belajar usaha/magang yang diperlukan

100 %

Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur, atau penguji

praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar

usaha/magang yang memenuhi standar kompetensi
yang dipersyaratkan

90 %

Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh
ijazah atau sertifikat

75 %

Jumlah kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar
usaha/magang yang memeiliki sarana dan prasarana
minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan

90 %

Tersedianya data dasar kursus-
kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang
yang diperbarui terus menerus

Pendidikan Taman Kanak-kanak
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NO

Indikator *)

SPM/
standar
nasional

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

(PP-6/°08)

Tahun .......
(tahun n-2)

Tahun ........
(tahun n-1)

(tahun n)

Tahun .......
(tahun n+1)

Tahun .......
(tahun n-2)

Tahun ........ (tahun
1

(tahun n)

Tahun ..........
(tahun n+1)

Catatan Analisis

(1)

2

3

“4)

(5)

(6)

(7)

®)

9

(11)

(12)

(13)

a) Jumlah anak usia 4-6 ahun yang mengikuti program
TK/RA

20%

b) Guru yang layak mendidik T/RA dengan kualifikasi
sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara
nasional

90 %

c) TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana
belajar/bermain

90 %

d) TK/RA yang telah menerapkan manajemen berbasis
sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh
Menteri

60 %

Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain
atau yang sederajat

a) Jumlah anak O - 4 tahun yang mengikuti kegiatan
Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau
sederajat

65 %

b) Jumlah Anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada
program PAUD jalur formal mengikutii program PAUD
jalur non formal.

50 %

¢) Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti
pelatihan di bidang PAUD

50 %

Indikator Kinerja Kunci (PP-6/2008)

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Sosial : Pendidikan

a) Angka melek huruf

100%

b) Angka rata-rata lama sekolah

¢) Angka partisipasi murni

d) Angka partisipasi kasar

e) Angka pendidikan yang ditamatkan

Aspek Pelayanan Umum

Pendidikan Dasar
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NO

Indikator *)

SPM/
standar
nasional

IKK
(PP-6/'08)

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

(tahun n-2)

(tahun n-1)

(tahun n)

(tahun n+1) (tahun n-2)

Tahun ........ (tahun

(tahun n)

(tahun n+1)

Catatan Analisis

(1)

2)

3

4)

(5)

(6)

(7)

8 (9)

(11)

(12)

(13)

a) Angka partisipasi sekolah

b) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

c) Rasio guru/murid

d) Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Pendidikan menengah:

a) Angka partisipasi sekolah

b) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
sekolah

¢) Rasio guru terhadap murid

d) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Catatan:

*) Contoh untuk SKPD pendidikan dan sesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD provinsi/kabupaten/kota

**) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
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Tabel -T.VI.C.10: Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD



LAMPIRAN B-2

Tabel T-VI.C.10
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
.......... dan Prakiraan Maju Tahun ..........
Provinsi/Kabupaten/Kota .............

Nama SKPD : ................ lembar ...... dari......
Rencana Tahun ............ (tahun rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun .........
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Kode Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program target capaian Kebutuhan Catatan Penting target capaian
Program/Kegiatan /Kegiatan Lokasi kinerja Dana/ pagu Sumber Dana kinerja Kebutuhan Dana/
indikatif pagu indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catatan:

Isikan angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar,pada tabel diatas.
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